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ABSTRAK 

 
ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  

PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI 

ONLINE (E-COMMERCE) DI KOTA MEDAN 

 

Yulia Trihandini 

Akuntansi 

yuliahandini69@gmail.com 

 

Pada saat ini dunia telah memasuki era globalisasi, pesatnya pertumbuhan dalam 

penggunaan internet pastinya berpengaruh pada beralihnya transaksi perdagangan 

konvensional ke transaksi perdagangan e-commerce. Kegiatan perdagangan e-

commerce ini ternyata berhasil meningkatkan perekonomian sebuah negara 

termasuk di Indonesia. Pemerintah juga melihat adanya potensi perpajakan yang 

besar atas transaksi perdagangan elektronik ini. Pajak Penghasilan (PPh) dalam 

transaksi e-commerce belum efektif secara keseluruhan, dimana seharusnya 

dengan meningkatnya penggunaan e-commerce maka meningkat juga penerimaan 

pajaknya yang menunjukkan adanya peluang bagi negara untuk mendapatkan 

tambahan penerimaan pajak dari transaksi e-commerce tersebut. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

pajak penghasilan yang diperoleh atas transaksi e-commerce dan bertujuan untuk 

mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan perpajakan 

atas transaksi e-commerce. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan metode fenomenologi yang bersifat deskriptif. Teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan metode teknik sampel non-probability, 

dengan teknik purposive sampling. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu data primer dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

menyatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku usaha e-

commerce tergolong rendah, dan mengalami kendala-kendala yaitu para pelaku 

usaha e-commerce tidak mengetahui bahwasannya peraturan Pajak Penghasilan 

ini masih disamakan dengan transaksi konvensional serta para pelaku usaha e-

commerce masih banyak yang belum memiliki NPWP.  Dengan pemahaman yang 

rendah dan adanya kendala-kendala tersebut akan berpengaruh kepada tingkat 

kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Pajak Penghasilan atas usaha yang 

dijalankan. 

 

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Penghasilan, E-Commerce 
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ABSTRACT 
 

ANALYSIS OF TAXPAYER'S COMPLIANCE LEVEL IN INCOME  

TAX RECEIVING ON TRANSACTIONS ONLINE  

(E-COMMERCE) IN MEDAN CITY 

 

 

Yulia Trihandini 

Accounting 

yuliahandini69@gmail.com 

 

At this time the world has entered the era of globalization, the rapid growth in 

internet use certainly has an effect on the shift of conventional trade transactions 

to e-commerce trade transactions. This e-commerce trading activity has 

succeeded in improving the economy of a country, including Indonesia. The 

government also sees the potential for large taxation of this electronic commerce 

transaction. Income Tax (PPh) in e-commerce transactions has not been effective 

as a whole, which should increase the use of e-commerce, the tax revenue will 

also increase which indicates an opportunity for the state to get additional tax 

revenue from the e-commerce transaction. This study aims to determine how the 

level of taxpayer compliance in the income tax obtained on e-commerce 

transactions and aims to find out what are the obstacles faced in the application 

of tax rules on e-commerce transactions. This research uses qualitative research 

with descriptive phenomenological method. The sampling technique in this study 

used a non-probability sampling method, with a purposive sampling technique. 

The types of data used in this study are primary data and secondary data. The 

results obtained from this study state that the knowledge possessed by e-

commerce business actors is low, and experiencing obstacles, namely e-commerce 

business actors do not know that this Income Tax regulation is still equated with 

conventional transactions and e-business actors There are still many commerce 

that do not have a TIN. With a low understanding and the existence of these 

obstacles will affect the level of taxpayer compliance in reporting Income Tax for 

the business being run. 

 

Keywords: Taxpayer Compliance, Income Tax, E-Commerce 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini dunia telah memasuki era globalisasi. Globalisasi membuat 

perkembangan pada bidang teknologi transportasi dan komunikasi semakin hari 

semakin berkembang, era ini membuat masyarakat agar lebih kreatif dalam 

menghadapi dunia yang terus berkembang baik dari sudut pandang ekonomi, 

kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya yang nantinya masyarakat juga harus 

siap dengan adanya hal-hal baru yang tidak bisa dihindari. Informasi dari seluruh 

dunia dengan mudahnya kita dapatkan tanpa perlu berjalan jauh keluar rumah, dan 

membuat masyarakat saat ini dimanjakan oleh berbagai macam bentuk teknologi 

yang memudahkan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Semua 

aspek kehidupan berpengaruh dalam kemajuan teknologi informasi, salah satunya 

saat ini adalah dunia bisnis.  

Pada dasarnya penjualan memiliki prinsip untuk menguntungkan kedua 

belah pihak baik kepada penjual maupun terhadap pembeli. Penjualan sendiri 

merupakan sumber kehidupan bagi para pelaku usaha sebab dari yang di jual akan 

mendapatkan laba atau keuntungan. Hal inilah yang mendorong para pelaku usaha 

untuk melakukan inovasi-inovasi terbaru dalam hal melakukan pemasaran atau 

bertransaksi jual beli. Sejalan dalam hal kemajuan teknologi yang terus 

berkembang dengan pesatnya, tidak bisa dipungkiri bahwa informasi yang kian 

hari semakin meningkat dan berbanding lurus dengan meningkatnya terhadap 

pengguna internet di Indonesia, terhitung dalam kurun waktu satu dekade terakhir.  
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Pesatnya pertumbuhan dalam penggunaan internet pastinya berpengaruh 

pada beralihnya transaksi perdagangan konvensional ke transaksi perdagangan 

elektronik atau e-commerce. E-commerce sendiri dapat diartikan sebagai 

penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang atau jasa yang 

mengendalikan sistem elektronik, seperti internet, TV, atau jaringan teknologi 

lainnya. Beralihnya transaksi konvensional ke transaksi elektronik (e-commerce) 

membawa pengaruh pada aspek kehidupan seperti, pola interaksi sosial 

masyarakat, pola belanja konsumen, pola distribusi barang dan termasuk pada 

aspek perpajakan. 

Menurut Wibawa (2010), Perkembangan e-commerce di Indonesia 

dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs http://www.sanur.com sebagai 

toko buku online pertama. E-Commerce dapat dikatakan lahir oleh adanya 

perkembangan teknologi informasi selain itu disebabkan atas tuntutan masyarakat 

terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Untuk mendapatkan 

kepercayaan dalam bertransaksi secara e-commerce ada beberapa prinsip yang 

harus dipenuhi antara lain yaitu keterbukaan dan perlindungan terhadap informasi. 

Dua hal ini sangat berkaitan erat karena dalam melakukan transaksi baik secara 

konvensional maupun secara e-commerce harus memenuhi dua unsur tersebut. 

Untuk-unsur keterbukaan memang harus diwajibkan bagi para pelaku usaha untuk 

melakukan keterbukaan terhadap barang atau jasa yang diperjual belikan, sebab 

selaku konsumen hal ini sangat mendasar untuk meyakinkan kepadanya bahwa 

barang atau jasa tersebut aman dan jelas.  

Selain itu perlindungan terhadap informasi juga merupakan hal yang 

sangat penting karena informasi yang kita dapat maupun informasi yang kita 

http://www.sanur.com/
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berikan kepada pelaku usaha harus benar-benar aman dan terlindungi baik itu 

informasi biodata pribadi ataupun hal lainnya yang menyangkut terhadap apa 

yang sedang di transaksikan. 

Dalam prakteknya hal ini terjadi dikarenakan transaksi perdagangan 

elektronik memberikan banyak keuntungan baik untuk pedagang maupun untuk 

konsumen, hal ini bisa dirasakan mulai dari kalangan muda sampai kalangan tua. 

Sebab melalui internet, masyarakat dapat memilih produk barang atau jasa yang 

akan dipergunakan sesuai keinginan serta dalam mengaplikasi atau mengaksesnya 

begitu mudah dan gampang bagi semua orang yang menggunakannya. Semakin 

mudah dan gampangnya dalam bertransaksi jual beli secara elektronik ini 

membuat sebagian besar mayoritas masyarakat khususnya para pelaku UMKM 

tertarik dalam hal melakukan jual beli secara online.  

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting 

untuk pelaksanaan dan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan perdagangan e-commerce ini 

ternyata berhasil meningkatkan perekonomian sebuah negara termasuk di 

Indonesia. Pemerintah juga melihat adanya potensi perpajakan yang besar atas 

transaksi perdagangan elektronik ini. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi 

pangsa pasar e-commerce yang potensial. Akan tetapi dalam dunia jual beli 

berbasis digital tersebut tentu akan memiliki dampak buruknya atau memiliki 

kelemahannya, sebab semakin maraknya sistem perdagangan e-commerce 

membuat negara semakin khawatir tentang menurunnya penerimaan negara dalam 

bidang perpajakan, akan terjadi kondisi dimana para pelaku usaha yang 

menggunakan transaksi e-commerce dalam penjualannya dan mendapatkan 
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penghasilan nantinya akan sulit dikenakan pajak karena transaksi e-commerce 

mampu menembus batas geogfrafis antar negara (borderless). Hal tersebut dapat 

dilihat dalam data realisasi penerimaan pajak yang diterima oleh kantor pajak. 

Berikut ini data realisasi penerimaan PPh Final UMKM dari beberapa 

KPP Pratama yang ada di Kota Medan, adalah sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PPh Final UMKM 

Kantor 

Pelayanan 

Pajak 

Realisasi Penerimaan PPh Final UMKM 

2017 2018 2019 2020 2021 

Medan 

Timur 
46.608.611.832 41.135.407.764 33.350.141.622 23.948.117.491 25.295.183.790 

Medan 

Belawan 
16.829.000.00 15.133.000.000 14.009.000.000 10.443.000.000 12.500.000.000 

Medan 

Barat 
81.112.202.220 71.559.277.087 56.346.042.539 37.231.257.823 37.224.312.883 

Sumber: KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Belawan, KPP 

Pratama Medan Barat 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa selama 5 tahun dari tahun 

2017-2021 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan yang signifikan. 

Penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020 merupakan salah satu dampak dari 

adanya kasus Covid-19. Namun, pada KPP Pratama Medan Timur dan KPP 

Pratama Medan Belawan realisasi penerimaan pajak tahun 2021 mulai kembali 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Sedangkan pada 

KPP Pratama Medan Barat tahun 2021 masih mengalami penurunan dan belum 

adanya peningkatan. 
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Adapun jumlah Wajib Pajak yang membayar kewajiban pajak UMKM 

pada tahun 2017-2021 berdasarkan data dari beberapa KPP Pratama yang ada di 

Kota Medan, sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak UMKM 

Kantor 

Pelayanan 

Pajak 

Wajib Pajak Yang Membayar Pajak UMKM 

2017 2018 2019 2020 2021 

Medan 

Timur 
9.109 8.774 8.414 7.213 5.541 

Medan 

Belawan 
3.577 3.939 4.357 2.881 2.496 

Medan 

Barat 
10.238 10.659 11.006 9.093 6.705 

Sumber: KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Belawan, KPP 

Pratama Medan Barat 

Berdasarkan data diatas jumlah wajib pajak yang membayar kewajiban 

pajaknya juga mengalami penurunan tiap tahunnya. Tetapi pada KPP Pratama 

Medan Belawan dan KPP Pratama Medan Barat pada tahun 2019 Jumlah wajib 

pajak yang membayar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan pada 

tahun selanjutnya jumlah wajib pajak yang membayar mengalami penurunan 

kembali. Hal tersebut yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak ikut 

menurun.  

Hal inilah yang akan menjadi perhatian negara dalam menerapkan aturan 

pajak untuk para pelaku usaha e-commerce. Dimana, masih banyak para pelaku 

usaha menganggap tidak mengetahui ilmu tentang perpajakan, tidak memahami 

tata cara perhitungan tarif yang digunakan serta para pelaku usaha berpikir bahwa 

dalam bertransaksi secara elektronik atau e-commerce tidak berlaku adanya 

pengenaan pajak dikarenakan transaksi yang dilakukan hanya secara virtual. 
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Selain itu, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk 

menginformasikan kewajiban untuk membayar pajak terhadap para pelaku usaha 

e-commerce. Namun pada kenyataannya dalam transaksi e-commerce yang 

dilakukan tetap akan ada mendatangkan penghasilan, sehingga bisa dikatakan 

tidak ada perbedaan dari sisi manfaat secara ekonomis yang dihasilkan. 

 

Sumber:databoks.katadata  

Gambar 1.1 Perkembangan Transaksi E-Commerce di Indonesia  

(2018-2022) 

Berdasarkan dari gambar diatas menurut laporan pertemuan tahunan 

Bank Indonesia Tahun 2021, transaksi atas e-commerce di Indonesia terus 

meningkat dari tahun ke tahunnya. Bisa dikatakan pada tahun 2021 sendiri tercatat 

transaksi e-commerce menyentuh angka Rp. 403 triliun, jumlah ini tumbuh 51,6% 

dari tahun sebelumnya yang mencapai sebesar Rp 266 triliun. Sedangkan dari 

gambar diatas untuk transaksi e-commerce pada tahun 2022 mendatang akan 

diperkirakan menyentuh angka Rp. 530 triliun, atau tumbuh 31,4% (yoy). 
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Gambar 1.3 Persentase Usaha E-Commerce menurut Provinsi dan Tahun 

Mulai E-Commerce 

Berdasarkan dari kedua gambar diatas telah menggambarkan hasil data 

dari Badan Pusat Statistik yang di mulai pada tahun 2010-2019 untuk usaha 

dengan menggunakan transaksi e-commerce khususnya pada Provinsi Sumatera 

Utara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dapat dilihat bahwa adanya 

perubahan presentase sebelum tahun 2010 hanya 1,20 pada tahun 2010-2016 

meningkat menjadi 1,69 dan pada tahun 2017-2019 presentase usaha tersebut 

makin meningkat sampai menyentuh angka 77,11. Sehingga bisa kita simpulkan 

sementara bahwa pengguna e-commerce sangat meningkat. 

Angka ini dapat dikatakan sangat tinggi sebab kita ketahui secara 

bersama dalam dunia era digital dan ditambah lagi selama masa pandemi sekarang 

Gambar 1.2 Persentase Usaha E-Commerce menurut Provinsi dan 

Tahun Mulai Beroperasi secara Komersial 
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ini orang atau masyarakat mengurangi berinteraksi antar sesama dan banyak 

memilih bertransaksi secara elektronik atau e-commerce, yang dinilai lebih praktis 

dan tidak memiliki waktu lama dalam bertransaksi sehingga untuk bertemu 

melakukan transaksi secara langsung antara penjual dengan pembeli itu sudah 

mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Pada umumnya omset yang dihasilakan lebih 

besar dari omset yang dihasilkan dari perdagangan konvensional yang 

mengakibatikan perlunya pengadaan pemenuhan kewajiban perpajakan. (Sari, 

2018). 

Pada kenyataannya Pajak Penghasilan (PPh) dalam transaksi e-commerce 

belum efektif secara keseluruhan, berdasarkan data realisasi penerimaan pajak 

yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat bahwasannya, data realisasi penerimaan 

pajak berbanding terbalik dengan data penggunaan e-commerce di Indonesia 

khususnya di Kota Medan. Dimana seharusnya dengan meningkatnya penggunaan 

e-commerce maka meningkat juga penerimaan pajaknya yang menunjukkan 

adanya peluang bagi negara untuk mendapatkan tambahan penerimaan pajak dari 

transaksi e-commerce tersebut. Penerimaan negara dari sektor perpajakan akan 

meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat yang berperan sebagai wajib pajak 

dalam membayar pajak tinggi. Jika kepatuhan wajib pajak tinggi maka 

pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dalam sektor pajak dapat 

tercapai.  

Permasalahan yang harus diselesaikan dari sektor ini adalah kurangnya 

kepatuhan wajib pajak yang diakibatkan rendahnya kemauan dan kesadaran para 

pelaku usaha dalam membayar pajak. Permasalahan lain yaitu pemahaman 

tentang peraturan perpajakan masih rendah dan tidak mencari tahu mengenai 



9 
 

 
 

kewajiban pajak yang harus dibayarkan, sehingga para pelaku usaha kurang 

memperhatikan aspek perpajakan dari transaksi online. Setiap masyarakat ataupun 

badan usaha yang menerima penghasilan harus memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) dan menyetorkan pajak dari sebagian penghasilan yang 

didapatkan, tidak terkecuali para pelaku UMKM. Berdasarkan permasalahan yang 

ada, tidak dapat disalahkan apabila masih banyak pelaku UMKM yang memiliki 

NPWP ataupun tidak memiliki NPWP tidak melaporkan dan membayar pajaknya. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dapat 

memenuhi semua kewajiban perpajaknnya serta melaksanakan semua hak 

perpajakan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Listiyowati, dkk (2018) 

menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan membayar pajak. 

Dalam hal ini pemerintah harus berupaya untuk melakukan observasi dan 

mensosialisasikan mengenai tata cara penentuan pengenaan tarif pajak kepada 

pelaku usaha e-commerce serta perlu adanya kebijakan secara tegas dan jelas 

terhadap aturan hukum yang diterapkan kepada pelaku usaha e-commerce, 

terkhusus peraturan untuk pajak yang dikenakan atau diterapkan kepada pelaku 

usaha e-commerce ini. Sehingga semua kalangan para pelaku usaha e-commerce 

baik yang dalam skala besar maupun skala kecil dapat melaksanakan kewajiban 

perpajakannya sebagai wajib pajak.  

Seperti yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) Bpk. 

Ahmad Fuad Rahmany pada tahun 2013 mengeluarkan Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak (DJP) Nomor: SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan 

Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. Kemudian berdasarkan Peraturan 

https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/Perpres-Nomor-74-Tahun-2017.pdf
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Presiden No. 74 Tahun 2017 yang mengatur terkait dengan Roadmap E-

Commerce di Indonesia telah dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan 

Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Namun, 

ketetapan peraturan tersebut telah dicabut atau dibatalkan berdasarkan dengan 

Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.010/2019 Tentang Pencabutan 

Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.010/2018 berdasarkan PMK tersebut 

disampaikan bahwa pencabutan dilakukan untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan keadaan di Indonesia. 

Dari dampak adanya Covid-19 dan untuk menjaga stabilitas keuangan di 

Indonesia perlu adanya penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

48/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan 

Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang 

Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean 

Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 

Diikuti oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) PER-12/PJ/2020 yang 

merincikan detail kriteria dan batasan dari penunjukan tersebut. 

Sampai saat ini perlakuan perpajakan e-commerce belum ada klasifikasi 

khusus, perlakuan pajak e-commerce sama dengan perlakuan pajak konvensional. 

Pelaku bisnis perdagangan online (e-commerce) dan perdagangan secara 

konvensional sama-sama diharuskan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) dan terdaftar sebagai Wajib Pajak, mereka berpotensi untuk dikenakan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang yang diperdagangkan dan Pajak 

https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/Perpres-Nomor-74-Tahun-2017.pdf
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/113749/pmk-no-210pmk0102018
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/104698/PMK%20Nomor%20210%20Tahun%202018.pdf
https://www.pajakku.com/tax-guide/12047/PER_DIRJEN_PJK/PER%20-%2012/PJ/2020
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Penghasilan (PPh) terhadap penghasilan yang diperoleh dari perdagangan yang 

dilakukan. Pajak penghasilan yang dibayarkan termasuk dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang pada dasarnya mengatur tentang PPh 

Pasal 4 ayat (2) dan bersifat final.  

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti 

tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk penelitian yang berjudul 

“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penerimaan Pajak 

Penghasilan Atas Transaksi Online (E-Commerce) di Kota Medan” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

1. Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para pelaku usaha UMKM 

online shop mengenai pajak yang dikenakan atas pendapatan yang mereka 

dapatkan pada transaksi online (e-commerce), yang menyebabkan terdapat 

pelaku usaha yang tidak membayar pajak. 

2. Karena kurangnya pemahaman tersebut banyak masyarakat pelaku usaha 

UMKM online shop belum mendaftarkan, melapor ataupun membayar pajak 

atas penghasilan yang mereka dapatkan dari penjualan pada transaksi online 

(e-commerce) sehingga menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. 

3. Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak menyebabkan realisasi penerimaan 

Pajak Penghasilan Final UMKM menurun tiap tahunnya. 

 

 

 



12 
 

 
 

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah 

A. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas dapat 

diuraikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Peneliti hanya mengkaji Pajak Penghasilan (PPh) terhadap sistem transaksi 

penjualan elektronik (e-commerce). 

2. Subjek penelitian hanya pelaku usaha online shop yang menjalankan usahanya 

pada platform Shopee serta pada media sosial Instagram dan media sosial 

Facebook.  

3. Peneliti tidak melakukan riset diseluruh KPP yang ada di Kota Medan tetapi 

peneliti melakukan riset hanya di beberapa KPP yaitu KPP Pratama Medan 

Timur, KPP Pratama Medan Belawan dan KPP Pratama Medan Barat. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam Pajak Penghasilan atas 

transaksi e-commerce? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan perpajakan atas 

transaksi e-commerce? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

A. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pajak 

penghasilan yang diperoleh atas transaksi e-commerce. 
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2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan 

perpajakan atas transaksi e-commerce. 

B. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini kepada beberapa pihak, 

adalah: 

1. Bagi Peneliti, penelitian ini hasilnya akan memberikan wawasan dalam sektor 

perpajakan khususnya dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) 

tentang kepatuhan wajib pajak pada transaksi e-commerce. 

2. Bagi Universitas, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi atau 

pengembangan ilmu pengetahuan  tambahan di bidang akuntansi perpajakan 

mengenai transaksi e-commerce. 

3. Bagi Pelaku Usaha UMKM, penelitian ini bermaksud menambah wawasan 

mengenai peraturan pajak e-commerce yang akan dikenakan atas penghasilan 

yang pelaku usaha dapatkan dari kegiatan usahanya. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi ataupun sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2. 1  Landasan Teori 

2.1.1 Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

Agoes & Trisnawati (2017, hal. 6) “Pengertian pajak menurut Prof. Dr. 

Rochmat Soemitro, S.H, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 

timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.  

Menurut Prof. Dr. P. J. A Andriani, “Pajak adalah iuran kepada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung 

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan”. 

Sedangkan pengertian pajak sesuai Pasal 1 angka 1 UU KUP 

menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

Dari beberapa pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak 

adalah iuran wajib yang harus dibayar rakyat kepada negara bersifat memaksa 
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berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung yang 

digunakan untuk pembiayaan negara demi kemakmuran rakyat. 

2.1.1.2 Fungsi Pajak 

Halim, Bawono & Dara (2020, hal. 4), “menyatakan ada dua fungsi 

pajak, yaitu: 

1. Fungsi Budgetair 

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang 

lebih 60–70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena 

itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.  

Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)   

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan 

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.  

Contoh:  

a. Memberikan insentif pajak (tax holiday) untuk mendorong peningkatan 

investasi di dalam negeri. 

b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras. 

c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong 

peningkatan ekspor produk dalam negeri.” 

2.1.1.3 Jenis Pajak 

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain Agoes & 

Trisnawati (2017, hal. 7): 
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1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya menjadi beban 

langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak 

Penghasilan (PPh). 

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak langsung 

menjadi beban Wajib Pajak (WP) melainkan dapat dilimpahkan kepada 

pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM). 

2. Menurut objeknya, pajak dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan berdasarkan subjeknya 

dan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan objeknya tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

3. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah untuk membiayai 

rumah tangga pusat. Contoh: PPh, PPN, PBB. 

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk 

membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Reklame dan 

lainnya.  

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak terbagi atas beberapa bagian, yaitu Halim, 

Bawono & Dara (2020, hal. 7): 
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a. Official Assessment System 

Sistem pemungutan ini memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Self Assessment System 

Sistem pemungutan ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya 

pajak yang terutang. 

c. With Holding System 

Sistem pemungutan ini memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus 

dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang.  

2.1.1.5 Pajak Penghasilan (PPh) 

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan (PPh), menjelaskan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan 

terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam masa 1 

tahun pajak.  

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 

Penghasilan, menetapkan subjek pajak sebagai berikut: 

a. Orang pribadi atau warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak. 

b. Badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. 
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c. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang 

perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan (bentuk 

usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang 

tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 

Indonesia). 

Subjek pajak dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Subjek pajak dalam negeri. 

Subjek pajak dalam negeri yaitu subjek pajak yang ditentukan oleh domisili 

pendirinya dan lamanya suatu aktivitas bisnis tersebut beroperasi di Indonesia. 

Subjek pajak dalam negeri bisa berupa perorangan, badan ataupun warisan 

yang belum dibagi.  

b. Subjek pajak luar negeri. 

Subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal 

dan berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 

bulan dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau bisnis di Indonesia. 

Pajak Penghasilan berdasarkan sifat pemotongan/pemungutan terbagi 

menjadi 2 yaitu: 

a. Pajak Penghasilan Final 

Pajak Penghasilan final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan 

dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang didapatkan atau 

diperoleh dalam satu tahun berjalan yang telah ditetapkan berdasarkan 
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Peraturan Pemerintah (PP) atau berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan (KMK). 

b. Pajak Penghasilan Tidak Final 

Pajak Penghasilan tidak final adalah pajak yang tidak akan memotong 

suatu penghasilan saat itu juga, sehingga Wajib Pajak akan ditetapkan 

belum melunasi kewajiban perpajakan sebelum melaporkan pajak. Pajak 

tersebut akan dianggap lunas saat perhitungan dan pelaporan pajaknya di 

akhir tahun telah selesai. 

Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 

disebutkan tentang apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan. Objek pajak 

penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 

Adapun menurut Pasal 4 ayat (1) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan, menyatakan bahwa “penghasilan yang merupakan objek pajak 

adalah sebagai berikut: 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam undang-undang; 

b. Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; 

c. Laba usaha; dan 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 
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1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan 

badan lainnya, sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau 

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya; 

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dalam 

bentuk apapun; 

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus atau satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, 

badan sosial termasuk usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara 

pihak-pihak yang bersangkutan; dan 

5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam 

perusahaan pertambangan; 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 
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h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;  

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu

 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;  

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;  

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan  

s. Surplus Bank Indonesia”. 

Karena luasnya jenis-jenis objek pajak yang diperoleh oleh subjek pajak, 

maka undang-undang PPh mengatur secara lebih mendalam pembagian objek 

pajak yang diatur, yaitu sebagai berikut: 

a. PPh Pasal 21 adalah pasal yang mengatur pajak yang dikenakan kepada WP 

perorangan dalam negeri terhadap penghasilan yang diterima dari 

pekerjaan/jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas. 

b. PPh Pasal 22 adalah pasal yang mengatur tentang penghasilan yang berasal 

dari penjualan pada instansi pemerintah, impor dan industri tertentu (industri 
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rokok, kertas, otomotif, semen, baja, pertamina, bulog untuk tepung terigu dan 

gula pasir). 

c. PPh Pasal 23 adalah pasal yang mengatur penghasilan dari penggunaan harta 

atau modal (deviden, bunga, royalty, hadiah penghargaan, sewa dan jasa) 

d. PPh Pasal 24 adalah pasal yang mengatur penghasilan dari luar negeri. Pada 

pasal ini mencari besarnya pajak yang dapat dikreditkan dengan 

membandingkan antara pajak yang dipungut di luar negeri dengan batas 

maksimum kredit pajak dipilih yang terkecil. 

e. PPh Pasal 25 adalah pajak yang mengatur tentang angsuran pajak yang 

menggunakan stelsel anggapan. 

f. PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang 

bersumber dari Indonesia yang diterima WP luar negeri selain bentuk usaha 

tetap (BUT) di Indonesia. 

g. PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah penghasilan bersifat final, maka pemotongan PPh 

ini tidak dapat dikreditkan. Omset yang dikenakan PPh ini tidak dimasukkan 

dalam omset usaha, tetapi dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah 

dipotong PPh final. 

2.1.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Kiryanto dikutip dari Eliyani (1999), menyatakan bahwa 

“Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan 

pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi dengan benar jumlah pajak 

yang terutang, serta membayar pajak tepat waktu tanpa ada tindakan 

pemeriksaan”. 
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Sedangkan definisi lain yang diungkapkan oleh Nurmantu (2003:148) 

dalam Yulia (2008) menjelaskan bahwa “Kepatuhan adalah sebagai suatu keadaan 

wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak 

perpajakannya”. 

Peraturan Menteri Keuangan No 197/PMK.03/2007 Pasal 1 menjelaskan 

yang dimaksud Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut 

sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan 

sebagai berikut :  

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak; 

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 

keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut; dan  

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

Kepatuhan pajak menurut Nurmanto (2003: 148) dibagi 2 jenis, yaitu: 

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang perpajakan. 
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2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material 

perpajakannya yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. 

2.1.2 Transaksi Elektronik (E-Commerce) 

2.1.2.1 Pengertian E-Commerce 

Sakti (2014, hal.12) Istilah e-commerce merupakan singkatan dari 

electronic commerce, yang secara singkat dapat didefinisikan sebagai mekanisme 

transaksi jual dan beli dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media 

komunikasi.  

Definisi lain e-commerce adalah suatu proses bisnis yang menggunakan 

teknologi elektronik yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan masyarakat 

yang melakukan transaksi pertukaran/penjualan barang, jasa dan informasi secara 

elektronik. Akbar & Alam (2020, hal.1) 

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan definisi dari 

OECD 2009 dalam laporan e-commerce 2019, e-commerce dapat didefinisikan 

sebagai “Penjualan atau pembelian barang atau jasa, yang dilakukan dalam 

jaringan komputer menggunakan metode yang spesifik dirancang untuk menerima 

atau melakukan pesanan” 

2.1.1.7 Jenis-Jenis E-Commerce 

Jenis-jenis e-commerce yang berkembang saat ini, antara lain Wijoyo et 

al (2020, hal:20): 

a. Business-to-Business (B2B), meliputi semua transaksi elektronik barang atau 

jasa yang dilakukan antar perusahaan, yang pada umumnya menggunakan EDI 
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(Electronic Data Interchange) dan email dalam proses pembelian atau 

pengiriman dan permintaan proposal bisnis. 

b. Business-to-Consumer (B2C), jenis ini antara perusahaan dan konsumen akhir 

(pelanggan). Biasa jenis e-commerce ini lebih mudah dan dinamis,dan 

berkembang secara cepat karena adanya dukungan website, namun lebih 

menyebar secara tidak merata atau bahkan bisa terhenti.  

c. Consumer-to-Consumer (C2C), jenis ini dilakukan dari konsumen ke 

konsumen. Terdapat 2 bagian lagi dalam jenis ini yaitu: 

1. Classified/Buyer/Seller, konsumen (penjual) melakukan transaksi secara 

langsung. 

2. Marketplace, konsumen (penjual) harus memiliki platform sebagai tempat 

untuk melakukan transaksi, contohnya seperti shopee. 

d. Consumer-to-Business (C2B), jenis ini transaksi penjualan dilakukan oleh 

pihak konsumen, dan perusahaan sebagai target pasarnya. Contohnya, 

desainer yang menawarkan skillnya. 

e. Business-to-Administration (B2A), jenis ini pelaku bisnis menjual produk 

barang atau jasa dengan menjadikan lembaga pemerintahan sebagai pasar, 

umumnya dalam bentuk tender. 

f. Consumer-to-Administration (C2A), jenis ini dilakukan antara individu dan 

administrasi publik, contohnya antara lain pajak.go.id. 

g. Online-to-Offline (O2O), jenis ini paling sangat populer dimana pihak seller 

melakukan kegiatan promosi, mencari pembeli, dan memanfaatkan jaringan 

online sebagai medianya. Namun pembeli dapat memilih dapat berbelanja 

online atau offline.  
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2.1.2.3 Model Dalam Transaksi E-Commerce  

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 

tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-

Commerce dijelaskan ada 4 model dalam transaksi e-commerce, yaitu: 

a. Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha 

berupa toko internet di mal internet sebagai tempat online marketplace 

merchant menjual barang dan/atau jasa. 

b. Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk 

memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) 

barang dan/atau jasa bagi pengiklanan untuk memasang iklan yang ditujukan 

kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara 

Classified Ads. 

c. Daily Deals adalah kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs 

Daily Deals sebagai Daily Deals Merchant menjual barang dan/atau jasa 

kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. 

d. Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan 

oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail. 

Dari model-model yang telah dijelaskan diatas, tiap model memiliki 

pihak yang terkait sendiri untuk mendukung dalam proses translasi. Sebagai 

contoh pada model online marketplace, pihak yang terkait antara lain: mal 

internet, toko internet, penyelenggara online marketplace, pedagang (merchant) 

dan pembeli yang pastinya semua itu ada saling keterkaitan satu sama lain. 
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2.1.2.4 Metode Pembayaran E-Commerce 

Berikut beberapa metode yang sering digunakan e-commerce dalam 

pembayaran Prasetio et al (2021, hal: 33) : 

a. Pembayaran Kartu Kredit/Visa 

b. Transfer Bank 

c. Debit Visa 

d. Rekening Bersama 

e. Cash On Delivery (COD) 

f. E-Wallet 

g. Tunai di Gerai Retail 

2.1.2.5 Kelebihan dan Kekurangan E-Commerce 

Penjualan menggunakan sistem transaksi e-commerce memiliki beberapa 

kelebihan antara lain Rerung (2018, hal 33): 

a. Revenue Stream (aliran pendapatan), aliran ini lebih memungkinkan penjual 

untuk mendapatkan pendapatan yang tidak bisa ditemukan pada sistem 

transaksi konvensional. 

b. Market Exposure (pangsa pasar), dengan kemajuan teknologi yang digunakan 

pada sistem e-commerce tentu dengan mudah membangun pangsa pasar untuk 

menetapkan strategi. 

c. Operating Cost (biaya operasional), pada sistem transaksi konvensional akan 

membutuhkan tempat untuk berjualan sehingga penjual mengeluarkan biaya 

untuk sewa tempat tersebut, selain itu penjual akan membutuhkan banyak 



28 
 

 

karyawan untuk melayani sehingga penjual mengeluarkan biaya untuk 

membayar karyawan tersebut. 

d. Global Reach (jangkauan lebar), dengan transaksi e-commerce ini dapat 

menjangkau seluruh sisi dunia manapun sehingga produk dengan mudah 

dikenal banyak orang. 

e. Bagi Masyarakat Umum dapat menghemat waktu tanpa harus keluar rumah, 

dapat mengurangi kemacetan dan polusi. 

Tetapi pada sistem transaksi e-commerce juga memiliki beberapa 

kekurangan, antara lain: 

a. Pencurian Informasi. Pada transaksi ini banyak pihak yang menyalahgunakan 

perkembangan teknologi ini kearah kejahatan contohnya dengan menyebarkan 

informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak yang 

mengakibatkan kerugian yang besar. 

b. Gangguan Layanan. Kesalahan ini bersifat non-teknis yang dapat berakibat 

kehilangan kesempatan bisnis karena adanya gangguan dalam pelayanan. 

Seperti padamnya listrik secara tiba-tiba. 

c. Adanya pembobolan sistem yang dilakukan seorang hacker yang dapat 

menimbulkan kerugian penjual. 

d. Meningkatkan individualism yang artinya pembeli dengan mudah bertransaksi 

tanpa bertemu dengan siapapun. 

e. Dapat menimbulkan kekecewaan seperti barang yang dilihat di layar monitor 

tidak sesuai dengan yang dilihat kasat mata. 
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2.1.3 Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce 

Pelaku usaha transaksi e-commerce dapat dikategorikan sebagai subjek 

pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Dikategorikan 

sebagai subjek pajak karena pelaku usaha transaksi e-commerce menerima atau 

memperoleh penghasilan dari penjualan. Pajak yang dapat dikenakan atas 

transaksi e-commerce adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN). Sampai saat ini masih belum ada aturan yang mengatur secara 

khusus mengenai perlakuan perpajakan atas pelaku usaha transaksi e-commerce, 

sehingga pada dasarnya perlakuan pajak transaksi e-commerce ini disamakan 

dengan transaksi konvensional. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib 

Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah direvisi menjadi 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pengusaha e-commerce dengan 

penghasilan/omset bruto yang tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah per tahun 

dikenakan pajak sama dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yaitu 

0,5% dari omset yang didapatkan. Namun, pemerintah per tanggal 1 april 2022 

melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyatakan bahwasannya 

membebaskan PPh untuk UMKM perseorangan yang omzetnya di bawah Rp500 

Juta per tahunnya. Yang artinya UMKM yang berpenghasilan dibawah 500 juta 

per tahunnya akan dikenakan pajak UMKM sebesar 0%. 

Pajak atas transaksi e-commerce diberlakukan untuk semua jenis barang 

atau jasa pada sebuah transaksi secara online. Barang atau jasa tersebut bisa 
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berwujud, seperti produk fashion, gadget, dan lain sebagainya. Adapun barang 

tersebut tidak berwujud, seperti pembuatan website, coding, software dan lain 

sebagainya. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa ringkasan dari penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan sebagai bahan pertimbangan mengenai variabel yang berkaitan dengan 

penelitian ini, yaitu Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap 

Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Online (E-Commerce). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lucky Andhini Mumuh dkk, yang 

berjudul Analisis Penerapan Pajak Penghasilan online Merchant Pada E-

Commerce Di Kota Manado pada tahun 2021 mendapatkan hasil bahwa, 

penerapan pajak Di Kota Manado tidak berjalan dengan sepenuhnya sebab online 

Merchant tidak mengetahui bahwa dari kegiatan tersebut seharusnya ada 

dikenakan pajak. Penelitian ini juga memiliki beberapa persamaan dan perbedaan 

dengan apa yang saya teliti antara lain: 

A. Persamaan 

1) Variabel penelitian membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas e-

commerce. 

2) Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. 

3) Menggunakan sumber data primer dan sekunder. 

B. Perbedaan  

1) Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Manado dan pada penelitian saya 

dilakukan di Kota Medan. 
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2) Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dan penelitian saya dilakukan 

pada tahun 2022. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Patriandari dan Anis Safitri, yang 

berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi Pengguna E-Commerce pada tahun 2021 mendapatkan beberapa 

hasil, yang pertama yaitu kesadaran Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. Kedua, Pemahaman 

tentang Peraturan Perpajakan Berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. Dan yang terakhir yaitu, Tingkat 

Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan berpengaruh signifikan 

positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. Penelitian ini 

juga memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan apa yang saya teliti 

antara lain: 

A. Persamaan 

1) Variabel penelitian membahas tentang kepatuhan wajib pajak pengguna e-

commerce. 

2) Subjek penelitian adalah para pengusaha online shop. 

3) Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

4) Sumber data menggunakan data primer menggunakan kuesioner. 

B. Perbedaan 

1) Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi dan pada penelitian saya 

dilakukan di Kota Medan. 

2) Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

penelitian asosiatif. 
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3) Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dan penelitian saya dilakukan 

pada tahun 2022. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Endrico Pudjisaputro, yang 

berjudul Tinjauan Atas Peraturan Perpajakan Terkait Perdagangan Elektronik dan 

Pelaksanaannya Pada Kasus Marketplace pada tahun 2020 mendapatkan hasil 

bahwa, Perlu adanya pemberian pemahaman kepada masyarakat luas, terutama 

kepada para pelaku usaha penyedia pasar elektronik bahwasanya tidak ada 

peraturan baru yang menambah jenis pengenaan pajak. Penelitian ini juga 

memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan apa yang saya teliti antara 

lain: 

A. Persamaan 

1) Variabel penelitian membahas tentang pajak atas transaksi e-commerce. 

2) Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. 

3) Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. 

B. Perbedaan  

1) Tempat penelitian ini tidak dijelaskan secara spesifik dikota mana dan 

pada penelitian saya dilakukan di Kota Medan. 

2) Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dan penelitian saya dilakukan 

pada tahun 2022. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lodang Pranata dkk, yang 

berjudul Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi 

E-Commerce Pada Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2019 mendapatkan hasil 

bahwa, penerapan kebijakan PPN atas transaksi e-commerce sampai dengan saat 
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ini belum diatur dalam UU PPN Tahun 2009. Sehingga tidak terdapat kejelasan 

dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban PPN. Penelitian ini juga 

memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan apa yang saya teliti antara 

lain: 

A. Persamaan 

1) Variabel penelitian membahas tentang pajak atas transkasi e-commerce. 

2) Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. 

B. Perbedaan  

1) Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Manado dan pada penelitian saya 

dilakukan di Kota Medan. 

2) Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dan penelitian saya dilakukan 

pada tahun 2022. 

3) Penelitian ini membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pada 

penelitian saya membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Emma Rosalinawati dkk, yang 

berjudul Analisis Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce di Kabupaten 

Gresik pada tahun 2018 mendapatkan hasil bahwa, sebagian besar pelaku e-

commerce tidak setuju dengan diberlakukannya pemungutan pajak atas transaksi 

jual beli online (e-commerce). Penelitian ini juga memiliki beberapa persamaan 

dan perbedaan dengan apa yang saya teliti antara lain: 

A. Persamaan 

1) Variabel penelitian membahas tentang pajak penghasilan atas e-commerce. 

2) Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. 
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3) Subjek penelitian adalah para pengusaha online shop. 

4) Sumber data menggunakan sumber data primer dan data sekunder. 

B. Perbedaan  

1) Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Gresik dan pada penelitian saya 

dilakukan di Kota Medan. 

2) Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dan penelitian saya dilakukan 

pada tahun 2022. 

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Nama Penulis Judul Penelitian Hasil 

1 Lucky Andhini Mumuh, 

Jaqueline E.M Tangkau, 

Olifia Yodiawati Tala, 

(2021). 

Analisis Penerapan 

Pajak Penghasilan 

Online Merchant 

Pada E-Commerce 

Di Kota Manado 

Penerapan PPh yang dilakukan 

oleh Online Merchant di Kota 

Manado tidak berjalan 

sepenuhnya sesuai dengan 

ketentuan perpajakan yang 

berlaku. Online Merchant tidak 

melapor pajaknya dikarenakan 

tidak mengetahui adanya pajak 

yang dikenakan atas kegiatan 

e-commerce ini. 

2 Patriandari dan Anis 

Safitri, (2021). 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

Pengguna E-

Commerce 

Berdasarkan hasil pengujian 

H1 diketahui bahwa variabel 

Kesadaran Wajib Pajak 

berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Pengguna E-Commerce. 

Berdasarkan pengujian H2 

diketahui bahwa variabel 

Pemahaman tentang Peraturan 

Perpajakan Berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengguna E-Commerce. 

Berdasarkan pengujian H3 

diketahui bahwa variabel 

Tingkat Kepercayaan Wajib 

Pajak Pada Sistem 

Pemerintahan berpengaruh 
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No Nama Penulis Judul Penelitian Hasil 

signifikan positif terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengguna E-Commerce. 

3 Endriko Pudjisaputro, 

(2020). 

Tinjauan Atas 

Peraturan Perpajakan 

Terkait Perdagangan 

Elektronik dan 

Pelaksanaannya 

Pada Kasus 

Marketplace 

Perlu adanya pemberian 

pemahaman kepada 

masyarakat luas, terutama 

kepada para pelaku usaha 

penyedia pasar elektronik, 

bahwa tidak ada jenis transaksi 

perdagangan yang baru dalam 

pola perdagangan digital, 

terutama yang memanfaatkan 

wadah penyedia pasar 

elektronik (platform 

marketplace). Agar ketika 

pemerintah menerbitkan 

peraturan terkait perdagangan 

digital, masyarakat telah 

memahami bahwa tidak ada 

peraturan baru yang menambah 

jenis pengenaan pajak. 

4 Lodang Prananta Widya 

Sasana, (2019). 

Analisis Penerapan 

Kebijakan Pajak 

Pertambahan Nilai 

Atas Transaksi E-

Commerce Pada 

Direktorat Jenderal 

Pajak 

Penerapan Kebijakan PPN atas 

transaksi e-commerce sampai 

dengan saat ini belum diatur 

dalam UU PPN Tahun 2009. 

Sehingga tidak terdapat 

kejelasan dan kepastian hukum 

dalam pemenuhan kewajiban 

PPN sesuai dengan sistem self 

assessment. Ada banyak 

kendala yang dihadapi untuk 

pengenaan pajak atas transaksi 

online. Transaksi e-commerce 

terjadi dalam waktu yang 

singkat, sehingga sangat sulit 

untuk melacak siapa saja 

pelaku transaksi, bentuk barang 

atau jasa yang diperdagangkan. 

Sehingga, cukup menyulitkan 

dalam penentuan objek 

pajaknya dan bukti elektronik 

susah untuk dideteksi. 

5 Emma Rosalinawati dan 

Syaiful, (2018). 

Analisis Pajak 

Penghasilan Atas 

Transaksi E-

Commerce di 

Kabupaten Gresik 

Diperoleh informasi bahwa 

sebagian besar pelaku e-

commerce tidak setuju dengan 

diberlakukannya pemungutan 

pajak atas transaksi jual beli 
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No Nama Penulis Judul Penelitian Hasil 

online (e-commerce). Pelaku e-

commerce berpendapat bahwa 

hanya akan menambah 

kesemrawutan transaksi jual 

beli secara online. Alasan 

sulitnya dalam menerapkan 

pemungutan pajak atas 

transaksi e-commerce ini 

adalah subjek dan objek 

transaksi e-commerce yang 

masih ambigu dan tidak 

transparan sehingga tidak 

mudah untuk untuk ditelusuri 

bentuk transaksinya. 

 

2.3 Kerangka Berpikir Konseptual 

Kerangka berpikir merupakan rangkuman penulis terhadap teori-teori 

yang telah dijelaskan dalam landasan teori diatas. Tujuan tersebut untuk mengkaji 

keterkaitan antar variabel-variabel dalam penelitian tersebut. Berdasarkan teori-

teori yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pajak merupakan 

kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan undang-undang 

yang telah ditetapkan untuk pembiayaan negara dalam mensejahterakan rakyat. 

Pada dasarnya perlakuan pemungutan pajak atas transaksi e-commerce sama 

dengan pemungutan pajak atas transaksi konvensional. Yang membedakan kedua 

transaksi ini yaitu media yang digunakan oleh para pelaku usaha, hal tersebut juga 

berpengaruh pada data yang dimiliki pelaku usaha sehingga dalam pemungutan 

pajak pihak DJP mengalami kesulitan.  

Pengetahuan para pelaku usaha e-commerce terhadap pajak masih kurang 

dan nantinya juga akan berpengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak, dan 

juga berpengaruh kepada penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan. Pada 
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penulisan penelitian ini menggunakan unit analisis Pajak Penghasilan (PPh) atas 

transaksi e-commerce sesuai dengan undang-undang Pajak Penghasilan yang 

berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E-Commerce 

 
Undang-Undang Pajak 

Yang Berlaku 

 

Pengetahuan Wajib 
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Penerimaan Pajak 

Penghasilan Atas E-

Commerce 

 
Gambar 2.1.3 Kerangka Berpikir Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan metode fenomenologi yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif 

menurut teori merupakan penelitian yang mengkaji masalah secara mendalam 

terhadap suatu masalah berdasarkan fakta atau kejadian. Untuk mendapatkan hasil 

yang berkualitas maka menggunakan data primer ataupun data sekunder. Siyoto & 

Sodik (2015, hal.28) 

3.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional pada penelitian dilakukan untuk melakukan 

pengukuran terhadap variabel-variabel. Biasanya pada suatu penelitian ada yang 

dikatakan variabel dependen dan variabel independen. Pada penelitian ini yang 

menjadi variabel penelitian yang akan dibahas adalah tingkat kepatuhan wajib 

pajak atas transaksi e-commerce di Kota Medan.  

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terhadap para pelaku 

usaha online shop pada platform Shopee serta pada media sosial Instagram dan 

media soial Facebook dengan berbagai produk barang dagangan ataupun jasa 

yang berada di Kota Medan. 
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Tabel 3.3 Rencana Jadwal Penelitian 

 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Menurut (Sugiyono, 2018) bahwa, “Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas, objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah pelaku usaha 

yang menjalankan usahanya menggunakan transaksi e-commerce di Kota Medan 

yang berjumlah 100 usaha. 

3.4.2 Sampel 

Menurut (Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa, “Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel pada 

penelitian ini adalah pelaku usaha yang menjalankan usahanya menggunakan 

transaksi e-commerce di Kota Medan yang berjumlah 28 usaha.  

No Jenis Kegiatan 
TAHUN 2022 

Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober 

1 Penelitian pendahuluan (prariset)                 

2 Penyusunan proposal                 

3 Pembimbingan proposal                 

4 Seminar proposal                 

5 Penyempurnaan proposal                 

6 Pengumpulan data                 

7 Pengolahan dan analisis data                 

8 Penyusunan skripsi                 

9 Pembimbingan skripsi                 

10 Sidang meja hijau                 

11 
Penyempurnaan skripsi dan penulisan artikel 

jurnal                 
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Adapun kriteria dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah 

pelaku usaha yang telah menjual produk barang dagangannya minimal 2 tahun. 

Dan penulis pada penelitian ini menggunakan metode teknik sampel non-

probability, dengan teknik purposive sampling (sampel bertujuan). 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan bertujuan untuk mengetahui cara 

dan alat yang dilakukan penulis ketika pengumpulan data-data dalam 

penelitiannya. 

Berhubungan dengan jenis data yang digunakan pada penelitian ini data 

kualitatif maka sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan, 

yaitu: 

a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

sumber asli. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode survey melalui kuesioner yang disampaikan peneliti 

kepada responden melalui google form. 

b. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini seperti buku yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diungkapkan peneliti ataupun data 

statistik yang berasal dari sumber-sumber resmi. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan penulis bertujuan untuk menjawab 

permasalahan yang ada pada penelitian seperti pada rumusan masalah dan tujuan 
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masalah. Menurut Miles & Huberman Teknik analisis data kualitatif pada 

penelitian dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: 

a. Reduksi Data, adalah tahapan dalam menyederhanakan data agar nantinya 

data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan pastinya memudahkan 

peneliti dalam mendapatkan informasi. Semua data yang didapat dari hasil 

survey pada beberapa responden tentang kepatuhan para pelaku usaha yang 

menggunakan transaksi elektronik (e-commerce), kemudian dikelompokkan 

mana data yang sangat penting, kurang penting dan tidak penting. Kemudian 

data tersebut menjadi sederhana, sesuai dengan kebutuhan peneliti dan 

menjadi data yang jelas dalam menjawab permasalahan. 

b. Penyajian Data, adalah tahapan dimana peneliti menyajikan data yang telah 

didapatkan pada tahapan reduksi data. Dan data tersebut disajikan dalam 

bentuk grafik ataupun chart. Sehingga data dalam penelitian ini dilampirkan 

dengan rapih dan sistematis. 

c. Penarikan Kesimpulan, adalah tahapan dimana peneliti menarik kesimpulan 

dari data yang telah disusun pada tahapan sebelumnya menjadi informasi yang 

dapat disajikan dalam laporan penelitian dan dapat dilaporkan pada bagian 

penutup yakni pada bagian kesimpulan.  

Oleh karena itu berdasarkan analisis data yang didapat pada penelitian ini 

penulis bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

melaporkan kewajiban perpajakan pada online shop pada platform Shopee serta 

pada media sosial Instagram dan media sosial Facebook di Kota Medan. 

 

 



 

42 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4. 1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data 

Perkembangan penggunaan e-commerce di Kota Medan mengalami 

peningkatan setiap tahunnya dalam pelaku usaha online di Kota Medan sendiri 

banyak berasal dari berbagai kalangan masyarakat, yang pada umumnya diminati 

oleh para pembisnis muda yang melihat adanya kesempatan bisnis melalui media 

online. Terdapat banyak platform di Indonesia, seperti Lazada, Shopee, 

Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Setiap platform masing-masing 

mempunyai kelebihan sendiri yang memudahkan pembeli dalam bertransaksi. 

Pada penelitian yang saya teliti pada saat ini berfokus pada pelaku usaha yang 

menggunakan transaksi e-commerce di Kota Medan yang terdaftar pada platform 

Shopee, media sosial Instagram dan media sosial Facebook yang menjual berbagai 

produk-produk barang dagangan dan jasa. 

Pemerintah Kota Medan berupaya mendorong pelaku UMKM (Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah) menggunakan digitalisasi untuk memajukan 

kegiatan usahanya. Pengembangan UMKM go digital tidak hanya membutuhkan 

peran dari pemerintah saja, tetapi kolaborasi dengan berbagai pihak diantaranya 

penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) dengan tiga BUMN 

yaitu PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero, PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) dan PT. Pegadaian. 
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Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah usaha e-commerce di 

Sumatera Utara tahun 2021 kurang lebih berjumlah 73.092 usaha. Dari jumlah 

data tersebut peneliti tidak mengambil semua usaha yang terdaftar di BPS untuk 

dilakukan penelitian, akan tetapi peneliti hanya menggunakan sebanyak 28 usaha 

untuk dilakukan penelitian. Berikut daftar nama-nama online shop responden 

yang terdiri dari 28 usaha antara lain: 

Tabel 4.1.1 Daftar Nama Online Shop Responden 

No Nama Usaha Kategori 

1 Oma Sari Makanan dan Minuman 

2 Ice cream kita Makanan dan Minuman 

3 NoKi Dimsum & Kebab Makanan dan Minuman 

4 Warung sahabat Makanan dan Minuman 

5 Chacha Foods Makanan dan Minuman 

6 Sembako Makanan dan Minuman 

7 Olshop Iwshop_22 Sepatu dan Tas 

8 Bekasjadiduit Pakaian 

9 Mamed Second Pakaian 

10 Riha Colection Pakaian 

11 Lubis_kanzia Pakaian 

12 Bisnis online Pakaian 

13 Rumah Fustan Pakaian 

14 Outfix Pakaian 

15 Ayyasi Shop Pakaian 

16 Sariii Butik Pakaian 

17 Lisa olshop Pakaian 

18 Dani jaya dinamo Jasa 

19 AjiTech Jasa 

20 Freelancer CAD 

(Computer Aided Design) 

Jasa 

21 Ayu Skincare dan Cake 

Ultah 

Kecantikan dan Makanan 

22 Toko Chaniago Kecantikan 

23 Tamara Clinic Whitening Kecantikan 

24 AbkyShop Segala kebutuhan ibu dan 

anak 

25 Toko Keluarga Gorden Tekstil, Gordyn 

26 Herbal HWI area Deli 

Serdang 

Produk kesehatan dan 

Kecantikan herbal 

27 Bayu Furniture Furniture perabot (mebel) 

28 Aac_bouquet Kreatifitas 
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Dari penelitian ini peneliti mendapatkan hasil jawaban dari responden 

melalui Link online atau dikenal dengan Google Form yang didalamnya terdapat 

beberapa pertanyaan agar dijawab oleh responden dan menjadi sumber data 

primer pada penelitian ini. Berikut ini hasil dari google form yang peneliti berikan 

kepada kuisioner. 

Tabel 4.1.2 Hasil Penyebaran Kuisioner Online 

No. Keterangan Kuisioner Jumlah Presentase 

1 Kuisioner yang disebar 50 100% 

2 Kuisioner yang direspon 33 66% 

3 Kuisioner yang tidak direspon 17 34% 

4 Kuisioner yang digunakan sebagai data 28 56% 

5 
Kuisioner yang tidak digunakan 

sebagai data 
5 10% 

 

Berdasarkan data kuisioner yang telah peneliti sebar sebanyak 50 

kuisioner dan dari jumlah kuisioner tersebut, yang memberikan respon jawaban 

terhadap pertanyaan yang peneliti berikan berjumlah 33 kuisioner, sedangkan 

yang tidak direspon berjumlah 17 kuisioner. Dari 33 kuisioner tersebut, ada 5 

kuisioner yang tidak digunakan datanya karena tidak sesuai dengan kriteria yang 

dibutuhkan. Peneliti menggunakan 2 kuisioner dari platform Shopee, 15 kuisioner 

dari sosial media Instagram dan 11 kuisioner dari sosial media Facebook. 

Peneliti mengambil data berupa informasi mengenai usaha yang dimiliki 

oleh pelaku transaksi e-commerce pada platform Shopee serta pada media sosial 

Instagram dan media sosial Facebook yang berada di Kota Medan. 
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Tabel 4.1.3 Karakteristik Responden 

 Keterangan Frekuensi Persen 

Jenis 

Kelamin 

Perempuan 19 67,86% 

Laki-laki 9 32,14% 

Total 28 100% 

Platform Yang 

Digunakan 

Shopee 2 7,14% 

Instagram 15 53,57% 

Facebook 11 39,28 

Total 28 100% 

Umur 

usaha 

<5 tahun 22 78,57% 

>5 tahun 6 21,43% 

Total 28 100% 

Penghasilan  

Tahunan 

1.000.000 – 5.000.000 4 14,28% 

5.000.000 – 10.000.000 18 64,28% 

10.000.000 – 50.000.000 5 17,86% 

50.000.000 – 500.000.000 1 3,57% 

Total 28 100% 

Kategori 

Usaha 

Makanan dan Minuman 6 21,43% 

Pakaian 10 35,71% 

Jasa 3 10,71% 

Lainnya 9 32,14% 

Total 28 100% 

 

Dapat dilihat berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa responden 

berdasarkan jenis kelamin di dominasi oleh responden perempuan sebanyak 19 

orang dengan persentase 67,86%. Responden berdasarkan platform yang 

digunakan di dominasi oleh responden yang menggunakan sosial media Instagram 

sebanyak 15 usaha dengan persentase sebesar 53,57%. Responden berdasarkan 

umur usaha di dominasi oleh  usaha yang berumur kurang dari 5 tahun sebanyak 

22 usaha dengan persentase sebesar 78,57%. Responden berdasarkan penghasilan 

tahunan di dominasi oleh responden yang memiliki penghasilan tahunan sebesar 

Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000 sebanyak 18 usaha dengan persentase sebesar 

64,28%. Sementara itu, responden berdasarkan kategori usaha yang dijalankan 

didominasi oleh responden yang menjual produk pakaian sebanyak 10 usaha 

dengan presentase sebesar 35,71%. 
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4.2 Pembahasan  

4.2.1 Analisis Data 

4.2.1.1 Pengetahuan Wajib Pajak Dalam Peraturan Transaksi E-Commerce 

Pengetahuan wajib pajak dalam peraturan transaksi e-commerce tentu 

masih banyak dijumpai ketidaktahuan para pelaku e-commerce yang dari 

usahanya menimbulkan kewajiban pajak yang harus mereka bayarkan, 

sebagaimana beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan yang akan peneliti 

uraikan sebagai berikut. 

Hasil wawancara langsung yang dilakukan peneliti pada tanggal 16 

agustus 2022 kepada pemilik usaha online AbkyShop yang menjual segala 

kebutuhan ibu dan anak, berprofesi sebagai ibu rumah tangga mengatakan bahwa 

“saya mengetahui adanya pajak atas usaha yang saya lakukan tetapi saya tidak 

memahami lebih dalam bagaimana perhitungan tarif yang berlaku atas usaha saya 

ini, karena saya menganggap usaha yang saya lakukan ini masih usaha kecil-

kecilan dan hanya usaha sampingan”. 

Hasil wawancara langsung yang dilakukan peneliti pada tanggal 17 

agustus 2022 kepada pemilik usaha online Ice cream kita yang menjual makanan 

dan minuman, berprofesi sebagai karyawan swasta mengatakan bahwa “saya 

belum mengetahui tentang pajak yang berlaku pada usaha online yang saya geluti 

saat ini, sebab saya ber-asumsi bahwa dalam transaksi tersebut tidak layak untuk 

dipungut pajak karena, dari hasil pendapatan penjualan atas transaksi ini masih 

sedikit dan bisa dikategorikan masih kecil. Bahkan menurut saya lebih banyak 
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yang saya keluarkan untuk mempromosikan usaha saya ini seperti biaya internet, 

brosur dan lain-lain”. 

Hasil wawancara langsung yang dilakukan peneliti pada tanggal 18 

agustus 2022 kepada pemilik usaha online Warung sahabat yang menjual 

makanan dan minuman, berprofesi sebagai ibu rumah tangga mengatakan bahwa 

“saya tidak mengetahui adanya pajak yang berlaku dalam usaha online, 

dikarenakan saya belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pajak pada 

transaksi online ini. Bagi saya usaha saya ini masih usaha rumahan jadi tidak 

dikenakan pajak”. 

Berdasarkan jawaban dari beberapa usaha online lainnya dapat 

disimpulkan penelitian yang dilakukan mengenai pengetahuan wajib pajak dalam 

peraturan transaksi e-commerce bahwa mereka rata-rata menjawab tidak 

mengetahui adanya pajak yang dikenakan atas usaha yang dilakukannya, para 

usaha online tersebut menganggap transaksi e-commerce ini tidak dikenakan pajak 

dan bahkan mereka ada yang tidak setuju transaksi e-commerce ini dikenakan 

pajak. 

4.2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Pada Transaksi 

E-Commerce 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan hasil 

bahwasannya para pelaku online belum ada yang membayar Pajak Penghasilan 

atas penghasilan yang mereka dapatkan pada transaksi e-commerce. Alasannya, 

karena masih kurangnya pengetahuan para usaha online dalam pemungutan Pajak 

Penghasilan pada transaksi e-commerce tersebut. Sehingga menyebabkan  

kepatuhan pajak bagi usaha yang menggunakan transaksi e-commerce dapat 
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dikatakan masih tergolong rendah karena para pelaku usaha tidak mematuhi 

adanya peraturan pajak yang telah dibuat oleh pemerintah. Akan tetapi para 

pelaku usaha online beranggapan bahwasannya mereka akan membayar pajak 

apabila usaha yang mereka lakukan sudah memiliki pendapatan yang besar. 

Namun, apabila pendapatan mereka kecil atau tidak sesuai dengan perhitungan 

pajak semestinya tentu mereka akan merasa keberatan jika harus membayar pajak 

sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam transaksi e-commerce itu 

sendiri.  

Rendahnya kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha yang menggunakan 

transaksi e-commerce merupakan salah satu dampak yang sangat signifikan 

karena, kurangnya sosialisasi dari pemerintah ataupun dari Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama (KPP) sendiri mengenai peraturan pajak yang berlaku pada saat ini. 

Sehingga para pelaku usaha online tidak mengetahui bahwasannya usaha yang 

mereka jalankan wajib membayar pajak.  

4.2.1.3 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Aturan 

Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce 

Berdasarkan  penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tentu memiliki 

kendala-kendala yang dihadapi para pelaku usaha online dalam melakukan 

penerapan peraturan perpajakan atas transaksi e-commerce, hal inilah yang 

menyebabkan munculnya ketidakpatuhan dalam penerapan aturan perpajakan atas 

transaksi e-commerce. Karena, sampai saat ini belum adanya peraturan khusus 

yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce. Para 

pelaku e-commerce banyak yang tidak mengetahui bahwasannya Peraturan Pajak 

Penghasilan ini masih disamakan dengan pajak yang menggunakan transaksi 
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konvensional yaitu termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 

yang pada dasarnya mengatur tentang PPh Pasal 4 ayat (2) dan bersifat final. 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berisikan tentang usaha dengan 

penghasilan/omset bruto yang tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah per tahun 

dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% dari omset yang didapatkan. Namun, 

pemerintah per tanggal 1 april 2022 melalui UU Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (HPP) menyatakan bahwasannya membebaskan PPh untuk UMKM 

perseorangan yang omzetnya di bawah Rp500 Juta per tahunnya, yang artinya 

tarif yang dikenakan sebesar 0%. 

Kendala lain yang dihadapi para pelaku usaha online yaitu, masih banyak 

pelaku usaha e-commerce ini belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak 

yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama yang ada di Kota Medan. Sehingga, para pelaku usaha e-commerce yang 

berperan sebagai wajib pajak tidak mengetahui kewajiban apa saja yang perlu 

dilakukan atas usahanya. 

 Kepatuhan wajib pajak para usaha e-commerce pada Pajak Penghasilan 

atas penghasilan dari usaha yang didapatkan masih rendah. Hal tersebut 

disebabkan karena kurangnya pemahaman ilmu yang mereka miliki tentang 

peraturan perpajakan yang menyebabkan para pelaku usaha e-commerce tidak 

patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti membayar dan melapor 

pajak.  Dengan minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku usaha e-

commerce, pihak pemerintah ataupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada 

di Kota Medan harus lebih banyak melakukan sosialisasi  kepada para pelaku 

usaha khususnya usaha UMKM yang menggunakan transaksi e-commerce.



 

50 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dari analisis yang dilakukan pada 

penelitian ini mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan Pajak 

Penghasilan atas transaksi online (e-commerce) di Kota Medan, maka dapat 

diambil kesimpulan, antara lain: 

1. Pemahaman yang dimiliki oleh para pelaku usaha e-commerce masih 

tergolong rendah, hal tersebut dipertegas karena kurangnya sosialisasi yang 

mereka terima dari pemerintah ataupun dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

(KPP) yang ada di Kota Medan mengenai peraturan pajak yang berlaku atas 

transaksi e-commerce. Pemahaman tersebut bagi para pelaku usaha e-

commerce sangat berpengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

pelaporan Pajak Penghasilan yang didapatkan dari usaha yang mereka 

jalankan, artinya apabila semakin tinggi tingkat pemahaman yang dimiliki 

oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi para pelaku usaha online yang menyebabkan 

munculnya ketidakpatuhan dalam penerapan aturan perpajakan atas transaksi 

e-commerce yaitu pertama, belum adanya peraturan khusus yang mengatur 

mengenai Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce. Kendala kedua, masih 

banyak pelaku usaha e-commerce ini belum mendaftarkan dirinya sebagai 

wajib pajak yang memiliki NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang 

ada di Kota Medan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas,  ada beberapa saran yang penulis 

berikan dalam penelitian ini, antara lain:  

1. Bagi pelaku usaha transaksi e-commerce perlu ditingkatkan lagi pemahaman 

tentang peraturan perpajakan atas usaha yang dijalankan, dengan cara mencari 

informasi dari berbagai sumber. Sehingga, kedepannya para pelaku usaha e-

commerce dapat menjalankan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Untuk Pemerintah dan Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama (KPP) yang ada di Kota Medan kedepannya harus lebih efektif lagi 

dalam memberikan sosialisasi yang merata kepada para pelaku usaha e-

commerce, agar para pelaku usaha e-commerce mendapatkan pemahaman 

yang lebih banyak lagi tentang peraturan pajak yang berlaku. Dan lebih 

mempertegas sanksi/denda kepada pemilik usaha e-commerce, jika masih ada 

yang melanggar atau tidak menaati peraturan yang telah ditentukan.  

2. Bagi para pelaku usaha e-commerce sebelum melakukan transaksi atau 

mendaftarkan toko maupun akun usaha, mereka terlebih dahulu harus 

memverifikasikan data-data yang terkait seperti NPWP, KTP dan data 

pendukung lainnya. Hal inilah yang wajib diterapkan bagi penyedia platform 

seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Dengan mewajibkan hal 

tersebut maka timbulah kepatuhan bagi para pelaku e-commerce untuk 

membayar pajak. 
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5.3  Keterbatasan Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terdapat beberapa 

keterbatasan, antara lain sebagai berikut: 

1. Pada proses pengambilan data untuk mendapatkan informasi ada beberapa 

responden yang tidak memberikan jawaban pada kuisioner yang telah peneliti 

berikan. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak dan 

variabel penerimaan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce. Bagi 

peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel lainnya untuk 

mengembangkan penelitian. 
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